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PENETAPAN
Nomor 0155/Pdt.P/2016/PA.Dpk

pe A Gan ) s )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan

perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

..., tempat tanggal lahir: ..., ... (umur ... tahun), agama Islam, pendidikan ...,
pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai Pemohon I;
dan
..., tempat tanggal lahir: ..., ... (umur... tahun), agama Islam, pendidikan ...,

pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2016
telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Depok, dengan Nomor : 0155/Pdt.P/2016/PA.Dpk, tanggal 30 Mei 2016,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;
Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | NIK ... yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Depok ... (Bukti P.1);
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2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il NIK ... yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Depok ... (Bukti P.2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ... NIK ... tertanggal
... yang dikeluarkan oleh ... (Bukti P.2);

4. Surat Keterangan Nomor ... tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama ...(Bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil

permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi | :
Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat

penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku ...;

2. Bahwa pada tanggal ..., Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan ..., dengan wali nikahnya adalah ... yang bernama ... dengan
Mas Kawin berupa ... dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak ...
dan Bapak ..., halitu diketahui saksi karena saksi ... ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus ... dan
Pemohon Il berstatus ... antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada
hubungan darah dan tidak sesusuan;

4. Bahwa Pemohon | hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon Il dan telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri ...

5. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il belum pernah bercerai dan
sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri

atau pernikahan antara Pemohon Idengan Pemohon I

Saksi ll:
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Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat

penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku ...;

2. Bahwa pada tanggal ..., Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urmusan Agama
Kecamatan ..., dengan wali nikahnya adalah ... yang bernama ... dengan
Mas Kawin berupa ... dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak ...
dan Bapak ..., hal itu diketahui saksi karena saksi ... ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus ... dan
Pemohon Il berstatus ... antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada
hubungan darah dan tidak sesusuan;

4. Bahwa Pemohon | hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon Il dan telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ...

5. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il belum pernah bercerai dan
sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri

atau pernikahan antara Pemohon Idengan Pemohon I

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan

tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimanaterurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas
menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para

Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah
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hukum Pengadilan Agama Depok yang tidak ada bantahan, maka dengan

didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang

nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat

diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat
dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah
karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para
Pemohon telah melangsungkan pemikahan menurut syariat Islam, sementara
para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk
kepentingan ...;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para
Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal ..., di
Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., dengan wali nikahnya adalah ...
yang bemama ... dengan Mas Kawin berupa ... dan disaksikan oleh dua orang
saksi yaitu Bapak ... dan Bapak ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara,
bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas,
majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang
dilangsungkan pada tanggal .., di Wilayah Kantor Umusan Agama
Kecamatan ..., dengan wali nikahnya adalah ... yang bernama ... dengan
Mas Kawin berupa ... dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi
yaitu Bapak ... dan Bapak ...;

2. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim,
bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik
menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan
yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam
masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah

melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul)...;
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4. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara
Pemohon | dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan
hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan
ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut
padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2. Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum
Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan
Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 hurup (e) Kompilasi
Hukum Islam;

4. Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan
Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang
berbunyi :

Y C\S.\ Y ‘_;_9.1 JL;AALS da.c
Artinya :
"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan

dua orang saksiyang adil"

2. Kaidah Fighiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin,
Juzlll, halaman 308 yang menyatakan :

Jaiys )8 L) Jilall 5 1S5 31 el Afain 4uSaS
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Artinya :

“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan
berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama

perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islamyang berkaitan dengan perkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan sah perkawinan
antara Pemohon | (HERIYANTO BIN ANTON) dengan Pemohon Il (LENIH
BINTI ROHIDI) yang dilangsungkan pada tanggal ........................ di wilayah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok; 3. Memerintahkan
para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sawangan Kota Depok; 4. Membebankan kepada para Pemohon
untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu
ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami DEWIATI, S.H. sebagai
Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh para Pemohon;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

DEWIATI, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Proses :Rp. 50.000,-
3. Panggilan :Rp. ,-

4. Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Pemohon I: Rp.  10.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon IIl: Rp.  10.000,-

6 Redaksi :Rp. 5.000,-
7. Materai :Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 91.000,-
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